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BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 21.a TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang

Mengingat

4.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

bahwa dalam rangka evaluasi atas implementasi sistem
aluntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup
pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu
mengatur pedoman evaluasi implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup
Pemerinlah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pemhentukan Daera-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi,
Kolusi dan DNepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3581};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3679},

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Recpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041};



Menetapkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
{entang Petunjuk Tcknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerjau dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indunesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSEAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUAE]
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAB
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGEUFP
PEMERINTAH EABUPATEN SIDENRENG RAPFANG.

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimalssud dengan:

1 Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2 Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah sebagai unisur
penvelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelalsanaean  urussn pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3 Bupati adalah Bupah Sidenrcng Rappang.

4 Inspeklorat adalah Inspcktorat Kabupaten Sidenreng
Rappang.

5 Perangkat Daerah  adalah perangkat daerah pada
Pemcrintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna harang.

6 Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi
pemeriniah daerah selaku pengpuna/kuasa pengguna
anggaran yang mclakukan pencatatan, pengolalian, dan
pelapotran data kinerja.

7 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian
sistermalik dari berbagai aktifitag, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tyjuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengkasilikasian,
pengikhlisaran, dan pelaporan kinemu pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungiawaban dan
peningkatan kincrja instansi pemerintah,

8§ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinlah adaiah
perwujudan kewajiban suatu inslunsi pemerintaby untuk
mempertanggungjawahkan keberhasilan dan kegagolan
pelaksanaan program dan keglatan yang diamanatkan
pars pemangku  kepentingan dalam  rangka mencapal
misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan larget
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
metans pemerititah yang disusun secara periodik,

g Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP adalahb
panduan bagi evalvator dalam pelaksanaan evaluasi
SAKIP, a}/



10 Evaluasi Atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yvang ditemukan untuk tuwjuan peningkatan
akuntahilitas dan Kinetja instansi/unit kerja pemerintah,

11 Laporan Kinetja Instansi Pemcrintah yang selanjutnya disebut LEj adalah
dokumen yang herisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja perangkat
daerah yang disusun dan disampaiksan secara sistematik dan melembaga.

12 Laporan Hasil BEvaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan
Inspeklorat yang menyajikan informasi pelaksanaan SAKIP dan evaluasi atas
kinerja perangkat daerah yvang dievaluasi sehingga diperoleh data scbagai
batan perbaikan.

Fasal 2

Pedoman Evaluasi Atas luplementasi SAKIP merupakan pandusn bagi evaluator

yang berkaitan dengan:

a. pemahaman mengenai tujuan cvaluasi dan penctapan ruang lingkup evaluasi;

h. pemahaman mengenai strateg! evaluasi dan metodologi yeng digunaken dalam
cvaluasi;

c. penetapan langkah kerja yang hamas ditempuh dalam proses evaluasi; dan

d. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses
pengolahan datanya.

Pasal 3

(1) Tnapeklorat melaksunakan Hvaluasi Atas Impelemenlasi SAKIF entitas
akuntabililas kinerja perangkat daerah/Unit Kerja lingkup Pemerinrah daerah,

{?) Evaluasi Atas lmplementasi SAKIP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali daleun setahun dengan menggunakan
kertas kerja evaluasi,

(3) Kertas Kevja Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Inspektur.

(4) Ilasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalem bentuk LIIF yang ditandafangani oleh penanggungjawab
avaluasi SAKIP,

(5) Sistematika LHE sebupaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Inspektur,

(6} Rencana kegiatan Fvaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan
dananya dibebankan dalam dokutnen pelaksunaan anggaran Inspeltorat.

(7) Pelalsanaan Fvaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimuna dimaksud pada
ayal (1) mengacu pads Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.

Fagal 4

Sistematika PP’cdoman Evaluusi Atas Implementasi SAKIF sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, lerdiri atas 4 (empat) Bab, yailu:

a. BAR| | PENDAIIUIUAN

. HATHTT : PELAKSANAAN CVALUASI

. BAB Ul : PELAPORAN ITABIL EVALUAST

d, BABIV : PENUTUP

Pasal 5
Uraian Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahlkan
dari Peraturan Bupati ini,



Pazal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng
Rappang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instans1 Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 5] dicabut dan
dinyatakan tidak berlalku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupali inl dengan penempalannya dalam Berila Daerab Kabupaten Sidenreng

Rappang,
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR E,]—’_rfv'l £ 201
TANGGAL : 10 Jdnt 20)

URAIAN PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada prinsipnya untuk mewujudkan penyclenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata
kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pertanggunpjawaban  dari
penyelenggara negara yang dilaporkan pada setap akhir tahun anggaran
dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem manajemen pemerintahan vang berfokus pada peningkatan
akuntabilitas dan sekalipus peninglkatan  kinerju  heraricntasi pada husil
(outcome) yang dikenal sehagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP}. SAKIP diimplementasikan secars “self assessment” oleh
masing-masing insltansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah
tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau
kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada pihek yung berwenang
sesllal ketentuan,

Untuk mengetahui sejauh mans SKPD/Unit Ketia
mengimplementasikan  Sisteqn  Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
(SAKIF}-nya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi Implementasi SAKIP.
Evaluasi ini diharapkan dapar mendorung SKPD/Unit Keda secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja
sesual yang diamanahkan dalam RPJMD/Renstra.

Pelaksanaan ocvaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan
sebail baiknya. Untuk iln  diperlukan  suatu pedoman cvaluasi  atas

implamentasi SAKIP vang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

2. Maksud Dan Tujuan
2. Maksud
Pedoman Tvaluast Alas Implementasi SAKIP SKP'D di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan memberi pandunn  bags
evaluator untuk :
1} memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup cvaluasi:
2} memahami sirategi cvaluasi dan metodologi vang digunakan dalam J’

evaluaei;
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1.

3} menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses
evaluasi; dan
4) menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LI1E) dan memehami mekanisme

pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

k. Tujuan

Tujusn Evaluasi Atas [mplementasi SAKIP adalah sebagai hertkut:

1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP SKPD /unit kerja;

2} menilai tingkat implementasi SAKIP SKPD/unit kerja Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan;

3) memberikan saran perbaikan  untuk peningkeltan  kinerja  dan
implemueniasi SAKIP BKI'D/unit kerjajdan

4) memonitor tindak lanjut rekomendasi Thasil evaluasi periode

sebelumnye.

Ruang Lingkup Evaluasi
ruang Lingkup Evaluasi Atas inplementasi SAKIT meliputi:
a, Penilaian terhadap perencanaan siralegis, termasuk di  dalamnya
perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
¢. Bvaluasi terhadap program dan kegiatan,
BEAB II
PELAKSANAAN EVALUASI

Strategi Evaluasi

Strategl Lvaluasi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:

i, partisipasi dun coevaluation dengan pihak yang dievainasi. Keterlibatan
piliak yvang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penfing untuk
meninskatkan efektivitas evaluasi; dan

b. proses konsullasi yang terbuka dan memfoliuskan padu pembangunan dan
pengembangan serta implementasi SAKIP.

Untuk SKFD vang sudah pornah dievaluasi, langkah pertama yang
perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenal
tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator
tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi
tahun lalu, jika cukup rclovan perlu dilaporkan kepada instansi yaog lebih
tinggi atau pihak lain yang berwenang,

Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputs:

w, evaluasi akuntabilitas kincrja SEPD/Unit kerja Lingkup Pemerintah
Kabupaten, dan

b. pelaporan hasil evaluasi disampaikan lkepada masing-masing Kepala 7‘
SKPD/unit kerja.



3. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunalkan untuk melakukan evaluasi adalah dengan
teknik “eriteria referencedsurvey” yailu menilai secara berlahap langkah demi
langkah (step by silep assessment) setiap komponen dan menilai secara
keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing
komponen yang telah ditetapkan sebelumnya, Kriteria evaluasi, sebagaimana
tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) SAKIP, ditentukan dengan
herdaearkan kepada:

a. kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakuken menurut pedoman
penyusunan Laporan Kinerja [LKj);

b. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul aiau buku-buku
petunjuk mengenai SAKIP,

¢, kebenaran nhormatif vang bersumhber pada best practicepada Tnatansi lain
termasuk pemerintah dacrah lainnya di Indonesia; dan

d. kehenaran nonmalil yang bersumber pada berbagai praktik manajemen
strategik, manajemen kinega dan sislem akuntahilitas yang batk.

Dalam menilai apakah SKPD/ Unit Kerja relah memenuhi kriteria,
hariis didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para

evalugtor dan supervisor.

Materi Bvaluas]

Dalam melakukan evaluasi harus berpedoman pada materi evaluasi yang

sudsh ditetapkan, vaitu:

4. evvaluasi akuntabilitas kinerja difokuskan pada kriteria yang terdapat
dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKLE), antara lain:

1) SKPN/umit kerja dalarn menyusun, merevin dan menyempurnakan
percncanaan kinenja berlolcus pada hasil;

2) Pembangunan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja;

3} pengungkanpan informasi pencapaian kinerja;

4) momitoring dan  evaluasl terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan
program, khususnya program strategis;

5) keterkaitan diantara geluruh  komponen-komponen perencangan
kinerja  dempan  pongunggaran, kebijakan  pelaksanaan  dan
pengendalian serta pelaporannya;

G) capaian Kinegja ulama dari masing-masing SKPD /TInil kerja;

7) tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah funit kerja/SKPD;

8) memastikan dilaksanakannya disusunnya rcncana  aksi terhadap
rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

b, evaluasi ahkuntabilitaz kinerja instans: di lingkup Pemerinlah Kabupalen

terdiri atas evaluasi penerapan komponen mansgjemen kinerja, y-angy/_



3.

meliputi;
1) perencanaan kinerja,
2} pengukuran kincija,
3) pelaporan kinerja,
4] evaluasi mternal,
5] pencapaian kinerja organisasi, dan
c. format dan isi KKE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur,

Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang
digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dapat
dilakukan deongan beberapa cara, yaitu @ melaluli angket (guestionaire],
wawansHra, obacivasi, studi dokumentasi atau kombinasi di antara beberapa
cara feraebhut,

Questionaire merupakan teknik pengumpulan data alau informasi
dengan menyerahkan serangkaian daltar perfanyaan yang akan diisi oleh
5K /Unit Kerja secara mandin. Daltar pertanyaan yang diajukan dalam
angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup, pertanyaan terbuka
merupakan bentulr pertanyaan yvang jawabanoya tidak disediakan, schingga
responden  sccara  mandirni | mengisi  jawabannya.  Pertanyaan  lertutup
merupakan bentuk pertanyesan yung jawabannya lelah disediakan schingga
responden tinggal memilih jawaban yang telah disedialan.

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi vang
dhlakukan dengan cara mengajukan pertanyzan secara langsung Kepada
responden dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung.
Sebelum melakukan wawancara harus dipersiapkan dahulu jadwal dan
catatan mongenai hal-hal atau materi yang akan ditanvakan, sclain itu jugn
harus memperhatikan sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk
dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seseorang vang
melakukan wawancara harus dapat bersikap netral dan tidak berusaha untuk
mengarahlkan jawaban atau tanggapan vang akan dikeluarkan oleh responden.,

Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan
melakulkan pengamatan lerhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam
pengertian sempit merupakan suatu pengamatan dengan mengsunakan alat,
indera. Dulam konteka audit masaloya diminta untuk mengunjung pabrik
dalam rangka weppaonall proses dan jalannya kegiatan produksi.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi
yang lidak secara langsung ditujukan kepada SKPD yang dievaluasi, dokumen
yang digunakan dalam lahapan survei dapat berupa catatan, laporan maupun
informasi lain yang berkaitan dengan SKPD yang dievaluasi.Sedangkan teknik

analisis data antara lain adalah telaanhan sederbana, berbagai analisis dan )l



pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan

sebagainya.

. Kertas Kerja Evaluasi

EL,

Pendokumentasian langkal evaluasi dalam kerias kerja perlu dilalukan
agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditclusuri kembali
dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Fvaluasi {LHE}.
Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan
telinik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi
(KKE).

Kertas kerja tersebut herisi falda dan data yang dianggaprelevan dan
berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakla
ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan,
pembandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampal pada
sant simpulan.

Format dan isi KKE diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Penilaian Dan Penyimpulan

Fvaluasi atas akuntabilitas kinerja instangl harus menyimpulkan

hasil penilaian atas [akita obyeklil SKEPD dalam mengimplementasilan

perencanaan kinetja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kincrja

dan pencapaian kinerja seauai dengan kriteria masing-masing komponen yang

ada dalam lembar kriteria evaluasi (LKE).

Langkah penilalan dilukukan acbagai berilut:

a'

b.

[ e

dalam melakukan penilaian, terdapat liga variabel yaitu: (i) komponen, (i)
sub-komponen, dan (i11] kriteria, dan
setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilaj

sebagai berikud:

Nao Komponen Bobot Sub Eomponen

{" 1. |Perencanaan | 30 % | a. Rencana Strategis 10%
| Kinerja b, Pereneanaan Kinerja Tahunan
| 20%
2. Fcnéulmﬁi_n—!_ﬁé % | Pemenuhan pengukuran 5% |
Kinerja E b. Kualitas pengukuran 12,5%
o. Implementas pengukuran 7,5% I
3. | Pelaporan [ 15% | a Pemenuhan pelaporan 3% -
Kinera b. Kualitas Pelaporan7,5%
¢. Pemanfaatan pelaporan 4,5% %Z



No Eomponen Bobot Sub Komponen

4, | Evaluasi Internal ’ 10 % | a. Pemenuhan Evaluasi2%
' b, Kualitas Evaluasi 5%
c. Permanfaatan Iasil Evaluasi3%e

|5 Capaian Kinerja | 20 % | &. Kinerja yang dilaporkan (eutput) |
1 I U:}il
b. Kinerja yang dilaporkan

(outcome) 10%

Jumiah | 100 %

|
1.

Penilaian terhadap angka 1 sampai angka 4 terkait dengan penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP) pada SKPD/Unit
Kerja, sedangkan angka 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang
teluh tertuang dalam dokumen lLaporan Kinerja maupun dalam dokumen
lainnya. Penilaian atus angka 5a, dan angka 5b didasarkan pada
pencapaian kinerja yvang tclah disajikan dalam Laporan Kiterja maupun

dokumen pendukung seperti Ponguliuran Kinerja.

7.1. Penilaian

4. Setiap sub komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan
scbhagal kriteria pemcnuhan sub-komponen tersebut.  Setiap
perianyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban
ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung
dapat dijawah sesual dengan pemenuban  kriteda,  Jawaban
a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-perianyaan vang
membutuhkan "judgement” dari evaluator dan biasanya terkait dengan
kualitas suatu sub komponen tertentu,

b. Setliap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 scdanghan jawaban
"Tidak" maka akan diberikan nilai (.

¢. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada krteria tertentu dan
judgement cvaluator. Kriteria sshagaimana tertera dalam penjelasan
tetnplate LKE, merupakan acuan dalam menentuksn jawaban
a/bjc/d/e.

d. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang tordin dar
beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban “ya®
atau “tidak" pada masing-masing sub kriteria tergebut. (Misalnva
untuk menyimpulkan kondizi sasaran atau indikator kinetja, dimana
berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu
indikator kimerja, maka penilaian ‘va” atau "Hdak" dilakukan atas
masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kineijaf

baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).



e. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak” maupun "a/b/c/d/e",
evaluator harus menggunakan professional judgementmnya dengan
mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria,
dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

7.2. Penyunpulan

a, Tahap pertama dijumlahkan nilai pertanyaan pada setiap sub
komponen sehingga ditemukan angka tertentu.Misalnya: sub-
komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan
memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan, Dari 10 pertanyaan tersebut,
apabila terdapat 3 (tiga] jawaban “ya” maka nilai untuk sub-
komponen tersebut adalah; [3/10] x 10 = 3;

b, Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan
penyimpulan, kavena terdiri dari beberapa sub kriteria, petivimpulan
lentang kriteria dilakukan mclalul nilai rata-rata;

¢ Tahap berikutnya adalab melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-
komponen vang ada sehingga ditemukan sualu angka rertentu untuk
total milai dengan range nilai antara 0 s.d 100,

d. Penyimpulan atas hasil cvaluasi terhadap akuniabilitas kinerja
instangi dilalukan dengan menjumiahkan angka tertimbang dari
masing-masiog  komponen. Niad hasil akbir dard  peojumlahan
komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan lingkat
akuntabilitas 8SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan terhadap

Idnerjanya, dengan katcgor sebagai berikut:

——— .

Nilai

I
No |Kategori| Interpretasi

1 AA [ >00-100 Sangat Memnaskan

e -

| 2 A 380-9;0 Mamﬁask&n, N-!-efnimpén
| | perubahan, berkinerja tinggi, dan |

3 BR »70-80 | Bangat Bailk, Akuntabel, berkinerja
Ihﬂik, memiliki sistem manajemen

i s kinerjayang andal. __ B
3 B =>6(0-70 | Baik, Akunfabilitas kincrjanya

sudah baik, memiliki sisterm vang
dapat digunakan untuk manajemen
kinerja, dan periu sedikil
"4 | ©o | >5060 | Cukup (memadai), Akuntabilitas

kinerjanya cukup  baik, taat
kebyakan, memiliki sistem yang
dapsl dignnakan untuk

memproduks! informasi kinerja

_Lm:u_uk nertangenuns iawahsn. n_er_]u_._]/{




5 £ ;>3CL50 Kurang, Sistem dan tatanan
kurang dapat diandalkan, memiliki

sistemm untuk manajemen kinetja

tapi perlu banyak perbaikan minor

| dan perbg:i_kan vang mendasar, |

6 -D | 0-30 | Bangat Kurang, sistem 'da.n
tatanan tidak dapat diandalkan

untuk penerapan manajemen

kinerja; Perlu banyak perbaikan,
| sebagian perubzhan vang sangat

mendasar

0. Untuk menjaga cbycktivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu
secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari lim evaluator
dengan pengaturan sebagai berikut:

1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masging-masing tim evaluator oleh
Pengendali teknis tim.

2) Heviu Ungkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus
unttuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori
hasil evaluasi.

BARB III
PELAPORAN HASIL EVALUASI
1, Umum

a. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuniabilitas Kinerja harus
menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi
(LHE}). Laporan Hasil FREvaluasi ini disusun bherdasarkan berbagai
pengumpulan data dan (akia scrta analisis yang didokumentasikan dalam
Kertag Kerja Evaluasi.

b. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasl atas akuntabililas kinetja
instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini
harus diisi dan diselesaikan selama proses evaluasi dilaksanakan,

¢. Dagi instansi yang sudah digvaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan
menyajikan nformasi lindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya,
sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan
dan dapat mengelahui perbalkan-perbaikan vang telah dilakukan.

d. LHE disusun berdasarkan prinwip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-
hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yeang dievaluasi.
Permasalahan atau temuan hasil evaluasi {fenfafive findings) dan saran
perbaikannya luuus diungkapkan secara jelas dan  dikomunikasikan
kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan kunﬁrmas'f



ataupun tanggapan secukupnya.
¢. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan
yvang bails, vaitu antara lain:

1) Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat
yang jelas dan hersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi
disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen

2} atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

3) Evalualoy harus cermat dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi.
menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

f TFormat dan isi LHE disusun dalam bentuk surat yang diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Inapcktur.

2. Penyamprian Laporan Hasil Evaluasi
a. Inspektoral menyampaikan Laporan hasil Evaluasi kepada Kepala SKPD
yang telah dievaluusi SAKIP-nya.
b. Inspeltorat menyampaikan tembusan Laporan Hasil Evaluasi kepada

Dupadi.

BAE IV
PENUTUP

Evaluasi atas implementasi Siatoem Akunlabilitas Kinerja merupakan
bagian dari siklus manajemen pemeriniahan, yang berorientasi hasil. Qleh
sebab itu, para penvelenppara hendaknya senantiasa mengembangkan keahlian
profesionalnya. Perkembangan baru dibidang manajemen pemerintahan dan
hidang audit serta evaluasi hendaknyva terus diikuti agar dapat imemberikan
kontribusi yang berarti unluk perbaikan kimerja instansi pemerintah.

Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi atas lmplementasi SAKIP
dilingkup Pemerintah Kabupaten, diharapkan pelaksana evaluasi meémpunyai
acuan atau pedoman yang sama dalam melaksanakan evaluasi SAKIP,

Pada akhirnya keherhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi
SAKIP diharapkan dapat mencapad {ujuan dari SAKLP, yuila terlaksananyu
peningkatan kinerja SKPD/ Unit Kerja yang dievaluasi dan peningkai'ﬂr}/ |
rkuniabilitas scrta responsibilitasnya.
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